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l. Pendahuluan

Pertana-tama saya ingin mengucapkan sdamat kepada sduruh Svitas akademika
Univerdtes Pancasila yang merayakan Lustrum ke VI. Semoga Universitas Pancasila akan terus
mgu daam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penditian, dan pengab-
dian masyarakat, dan dadam berperan serta memecahkan tantangan-tantangan pembangunan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia

Pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan pandangan mengena berbaga
tantangan dan pduang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ddam memasuki abad ke 21, dan
bagaimana peran dan kebijaksanaan perencanaan pembangunan dalam menghadapinya. Topik ini
cukup merangsang pemikiran karena pemahaman masa depan sddu diliputi oleh ketidakpastian,
sebab informas mengena gpa yang terjadi di masa depan tidak pernah kita ketahui seutuhnya
Yang dapat dilakukan hanya mencoba berbagai andisis dan prediks yang didasari oleh informasi
yang kita miliki dewasa ini. Dengan berpangka tolak pada serba keterbatasan itu, uraian sdlan
jutnya disusun dan akan dimula dengan gambaran tentang tantangan dan peluang memasuki abad
ke-21.

. Tantangan dan Peluang Memasuki Abad Ke-211

Dadam memasuki abad ke 21, dunia ditanda oleh berbaga perubshan besar dan dengan
tempo yang sangat cepat. Proses perubahan itu melahirkan sgumlah tantangan yang harus
dijawab oleh bangsa Indonesa Tantangan-tantangan itu ada yang berupa peuang yang harus
dimanfaatkan, tetepi ada pula yang berupa kendda yang harus diatas sehingga proses perubahan
itu menguntungkan dan tidak malah merugikan masa depan bangsa Indonesia

Terdapat dua kekuatan besar yang mendasari proses transformes globd yang terjadi
dewasa ini, yakni perdagangan dan kemguan teknologi. Keduanya sding berkaitan dan sding
menunjang. Perdagangan dunia yang makin meningkat bukan hanya telah mendorong proses dih
teknologi antarnegara, tetepi juga penguatan teknologi. Sebdiknya, peningkatan teknologi pada
gilirannya memperlancar dan mendorong arus barang, jasa dan informas antarnegara. Interaks
antara keduanya itu telah mendorong terjadinya penyesuaian yang mendasar di banyak negara di
dunia, baik di negara mgu, maupun negara berkembang. Kesdluruhan proses itu menghasilkan
ekonomi dunia yang makin terintegres.

Di bidang perdagangan, Bank Dunia memperkiraken bahwa ddam dua dasavarsa
terakhir ini ekspor dunia meningkat dari 11 persen menjadi 18 persen dari produk domestik bruto
(PDB) dunia Ddam dasawarsa 1985-1994, rasio perdagangan dunia terhadgp PDB dunia
meningkat tiga kai lebih cepa dai pada dasawarsa sebdumnya, dan dua kai lebih cepat

1 Urdan di bagian ini tdah disampaiken pada  kuliah perdana progran Magider Perencanaan dan
K ebijaksanaan Publik, Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 9 September 1996.
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dibandingkan dengan dasawarsa 1960-an, yang disebut sebagai zaman keemasan pertumbuhan
ekonomi dan ekspor dunia 2

Dengan kesgpakatan baru yang akan membentuk rezim perdagangan dunia yang bebas
hambatan, perdagangan dunia diperkirakan akan meningkat lebih pesat lagi. Banyak perkiraan
yang tdah dibua mengena bergpa besarnya peningkatan itu, mulai dari yang pding pesmis
sampai ke yang optimis, yang tentunya tergantung dari asumsi yang digunakan.

Yang penting bagi kita addah adanya kesepakaan bahwa hilanglya hambatan
perdagangan di dunia akan menyebabkan meningkatnya volume perdagangan dunia. Ini berarti,
produks meningkat, dan berarti pula lapangan kerja meningkat, serta pendapatan juga meningket.
Dan yang penting lagi addah, seperti dikatakan oleh Bank Dunia, bahwa negara berkembang
justru mempunyai peluang besar untuk memperoleh manfaat dari perluasan perdagangan dunia
ini.3

Perkembangan yang pesat justru akan terjadi di kawasan Ada Padfik, khususnya di Asa
Beaati pula perdagangan di ddam kawasan ini (intraregional trade) menjadi sangat penting,
termasuk perdagangan antarbatas negara (crossborder trade), yatu antara negaranegara
bertetangga, yang memiliki potens sebagai pendorong per tumbuhan subkawasan.

Bersamaan dengan integras perdagangan dunia itu, juga terjadi proses integras keuangan
dunia. Bank Dunia memperkirakan daam sepuluh tahun terakhir ini persentase penanaman moda
langsung (foreign direct investment) terhadgp PDB dunia meningkat dua kdi, yang lebih dari
sepertiganya mengdir ke negara berkembang. Antara tahun 1991-1995, diran moda swasta
(private capital flows) ke negara berkembang meningkat empat kdi. Sdan investas langsung,
diran modd juga terjadi ddam bentuk lain, seperti moda portfolio.4 Sdah satu perkembangan
yang penting ddam rangka ini adaah berubashnya daus negaranegara indudri baru, dari
pengimpor moda neto menjadi  pengekspor, dan sekarang telah menjadi sumber penanaman
moda yang penting untuk Indonesia, seperti Korea Sdlatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura.

Di bidang teknologi, pengembangan teknologi baru dan tingkat penyebaran peman
faatannya (rate of diffusion) merupakan kekuatan utama di baik transformas struktural. Meaui
proses inoved, bak yang medui learningby-doing atau dih teknologi, aau meaui per-
dagangan, teknologi menciptakan proses baru yang menghesilkan produk-produk baru serta

mempengaruhi berbagal perubahan daam organisasi, kelembagaan, dan sistem mane]'emen.5

2 Ekgpans perdagangan dunia itu bahkan tejadi sebdum tercgpanya kesepakatan “Putaran  Uruguay”
tehun 1994, dan merupakan hadl, antara lain, dari proses negosas multilaterd yang panjang
ssbelumnya, mula dai “Putaran Kennedy” pada tahun 1960-an, dan “Putaran Tokyo® daam tshun
1970-an.

3 Antaa skarang dan tahun 2010, 38 persen pertumbuhan produks dunia akan dihasilkan oleh negara
negara berkembang dibandingkan dengan 22 persen pada akhir desawarsa 1980-an. Ddam 15 tdwun
ke depan ini, peran negaranegaa berkembang ddam produks dunia akan meningkat dari 21 persen
menjadi 27 persen. Apabila digunakan konsep daya beli reatif (purchasing power parity), yang lebih
mencerminkan keadaan daya bdi sesungguhnya, meka sepath dari peningkatan produks  akan
dihaslken oleh negaranegara berkembang yang sekarang ini addah 44 persen (The World Barnk,
1995, 1996).

4 Aliran modd seperti ini sdain banyak manfaatnya, juga ada riskonya, seperti yang diperlihatkan oleh
kasus Meksiko.

5 Proses inovas itu sendiri tidek dapat dilepaskan dan merupakan fungs dari berbaga varidbe ekonomi
separti perubshan ddam pola permintaan (yang dipengaruhi dan mempengaruhi gaya hidup dan
tingkat pendapatan) serta biayabiaya rdatf dari berbagai input produks seperti jenis mesin, bahan
baku dan penolong, dan taraf keterampilan pekerjaannya

www.ginandjar.com 2



Di antara bebergpa jenis teknologi, khususnya mikroelektronik dan teknologi informas,
teknologi bahan, serta bioteknologi, addah yang paing besar dampaknya pada pola hidup
manusia dan perkembangan perekonomian dunia memasuki abad ke 21.

Terutama teknologi mikroelektronik dan informas, sering dinyatekan sebagal faktor
penggerak utama perubshan besar yang terjadi di dunia pada akhir aad ke-20 ini. Integras
sgem perdagangan dan sstem keuangan dunia didorong oleh kemguan teknologi di bidang ini,
yang berdampak besar pada ssem komunikes dan transformad. Terciptanya pasar globd
sesungguhnya disebabkan oleh revolus dalam teknologi ini. 6

Perkembangan teknologi di bidang ini mash bdum berhenti, dan para ahli sudah
meramalkan berbaga perkembangan yang akan mengubah pola dan gaya hidup manusa secara
dramatis di masa depan. Kemgjuan di semua bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dipengaruhi
oleh kemgjuan ddam teknologi di bidang ini.

Dua proses besar yang sding mendorong itu akan membentuk dunia baru pada abad ke
21. Parsodan yang paing mendessk bagi kita sekarang addah bagaimana mengenddikan dan
mengarahkan dampak berbagai perubshan itu untuk kemguan masa depan bangsa Indonesa
Atau, dengan kata lain, tantangan utama kita sekarang ini addah bagaimana mengupayakan agar
bangsa Indonesia diuntungkan oleh proses perubahan tersebut. Berarti harus ada upaya agar
proses pembangunan nasond dapat terus memanfaatkan arus internasiondisas ekonomi dunia
itu.

1. Peran Perencanaan

Bersamaan dengan proses globdisas yang terjadi di dunia, di Indonesia pun sedang
terjadi proses perubahan yang besar.  Untuk kepentingan pembahasan ini ada dua pola perubahan
yang sedang terjadi, yang meskipun berbeda (distincf) keduanya berkaitan dan bahkan dapat
dikatekan yang satu mencerminkan yang lainnya, atau keduanya addah Ss-99 dai fenomena
yang sama

Pertama, proses transformas struktural dari masyarakat tradisond ke masyarakat
modern dan dai ekonomi agraris ke ekonomi industri.  Proses perubahan ini atau proses
modernisas ini, merupakan wujud nyata dari pembangunan ekonomi yang telah menampakkan
kemguan nyata karena bersamaan dengan proses itu telah terjadi peningkatan kesgahterasan
yang dihasilkan oleh peningkatan produktivitas perekonomian secara kesduruhan.

Kedua, proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominas oleh pemerintah ke arah
sistem ekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
Proses perubahan ini menghasilkan efisens  perekonomian nasiond, meningkatkan daya saing
dan dengan demikian mendorong peningkatan produks dan pendapatan masyarakat.

Kedua proses internd tersebut didorong dan dipengaruhi oleh proses eksternd tadi, yaitu
proses globdisas perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu
perdagangan bebas dan kemgjuan teknologi.

6 Sekarang sudah tidak ada lagi hambatan wektu dan geografis karena bisnis dapat berjdan 24 jam dengan
tingkat kecepatan transcks yang makin tinggi. Biayabiaya produks dapat ditekan makin rendah
karena arus informas dan kemampuan pengolahan data lebih cepat dan akurat, serta proses produks
makin efesen. Dengan informas yang lebih cepat dan Sstem transportas yang lancar, maka
inventori dapat diteken serendsh mungkin dan ini sangat mempengaruhi  struktur biaya Kemguan
teknologi di bidang ini ikut mendorong perkembangan teknologi di semua bidang lainnya Demikian
pula, akan meningkat kemampuan desain dan keteknikan pada berbaga industri hingga hampr tidak
terbataskemungkinannya
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Pengadaman di Indonesia itu memperkuat bukti-bukti empiris, seperti ddam hd jatuhnya
sstem komunisme, bahwa sistem ekonomi pasar lebih unggul dari pada sisem lainya, yang
disebut centrally-planned atau nonmarket economy.

Ddam keadaan demikian dengan sendirinya peran perencanaan diper sodkan.

Dengan gaganya sistem perencanaan terpusa, atau Sstem ekonomi dengan komando,
ada banyak pandangan yang berpendapat bahwa perencanaan tidek diperlukan, dan bahwa
mekanisme pasar akan merupakan jadan yang terbak karena mekanisme pasar akan mengaur
secara damiah pengalokasan sumber-sumber daya Kegagdan perencanaan di berbegai negara
berkembang seperti India, Afrika, dan Amerika Latin di masa ldu, telah menyebabkan adanya
skap skeptis dikdangan sementara ahli mengenai  efektivitas perencanaan  ekonomi  untuk
membangun negara berkembang. /

Pada dasanya memang kecenderungan yang umum addah untuk makin mengurangi
peran pemerintah dadam kehidupan masyaakat terutama di bidang ekonomi. Telah banyak
kepustakaan yang membahas sod ini. Sdan itu, integras ekonomi dan kemgjuan tekndogi
informas juga oleh para ahli dipandang akan membawa konsekuens terjadinya eros terhadap
kewenangan pemerintah dalam mengatur ekonomi karena adanya kekuatan lain yang sulit diben
dung. Ada yang menyebutnya sebagai berakhirnya negara bangsa (ation-state) sebagai konsep
ekonomi, dan bahwa masaini adalah masa senjanya konsep kedaulatan suatu bangsa8

Oleh karena itu, peran negara dan pemerintah ddam ekonomi dunia yang makin menyatu,
telah menjadi bahan tdashan dan akan makin intensf lagi di tdlash di masa depan, baik oleh para
ahli ilmu palitik, administras, ekonomi, maupun sosid.

Namun, pada umumnya para ahli berpendapat bahwa ddam ssem ekonomi pasar pun
perencanaan tetap diperlukan. Ogterfdd (1992) antara lain menyatakan bahwa “higtorically there
has been neither a pure market syssem nor a pure non-market system. Yet every actual economy
has been some blend of the two. It could not be otherwise, for there are, in fact, no other
possibilities’. Bahkan Friedman (1987) lebih tegas lagi menyatakan bahwa “even in a country
like the United Sates, with its fervent dedication to the principle of market rationality, many
planning activities are under taken at all the pertinent territorial levels’ .

Yang menjad mesdah dan bahan kgian paa ali addah menemukan dan
mengembangkan modd perencanaan yang tepat. Tidek ada satu sistem perencanaan yang dapat
diberlakukan untuk semua, karena sdain peran lembagalembaga politik dan ekonomi, yang pada
umumnya dapat disusun modd-model idealnya, sangat berpengaruh pula faktor budaya, sepert
dikatakan oleh Ogerfeld (1992). la lebih jauh menyatakan bahwa “some markets may function
best when left unregulated, while satisfactory performance in others may require regulation” .

Dai pengdaman negaranegara di Ada yang berhasil pembagunannya, memang dapat
ditarik kesmpulan bahwa perencanaan berperan besar ddam keberhaslan itu. Misdnya Jepang,
satu-satunya negara industri yang memiliki lembaga perencanaan, yaitu Economic Planning
Agency, yang dipimpin oleh seorang menteri (meskipun sebutannya addah Direktur Jenderd).
Lembaga ini berperan mengarahkan perekonomian Jepang sgek awd, sgak namanya masih
Economic Sahilization Board yang didirikan pada tahun 1946. Lembaga inilah yang membuat
rencana komprehensif untuk pemulihan kemdi (recovery) Jepang.9

7  Liha antara lain Bary P. Bosworth dan Gur Ofer, Reforming Planned Economies in An Integrating
World Economy, The Brooking Ingtitution, Washington DC, 1995; dan Peter J Boettke, The Collapse of
Development Planning, New Y ork University Press, New Y ork, 1994.

8 Lihat antara lan Randdl B. Purcell (Editor), The Newy Indudrialiing Countries in the World
Economy, Challenges for US Pdlicy, Lynne Rienner Publisher, 1989; Wadter B. Wriston, The Twilight
of Sovereignty, Chales Scribner’'s Sons, New York, 1992; Kenichi Ohmae, The End of the Nation
Sate: The Rise of Regional Economics, The Free Press, New Y ork, 1995.

9 Liha misdnya “Economic Planning Agency of Japan” dadam The Five-Year Economic Plan: Sharing a
Better Quality of Life Around the Globe, Tokyo, June 1992.
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Negaranegara industri baru seperti Korea dan Tawan juga memiliki lembaga-lembaga
perencanaan yang berperan besar ddam mengarahkan gerak pembangunan ekonomi sehingga
menghasilkan kemgjuan seperti yang dicgpa sekarang.  Bank Dunia bahkan menunukkan bahwa
keberhasilan pembangunan ekonomi di negaranegara Ada Timur (termasuk Indonesia) antara

lain disebabkan oleh adanya intervens yang tepa dari pemerintahnya 10

Kegagdan perencanaan hiasanya terjadi bukan karena adanya perencanaan itu sendiri,
melainkan dapat bersumber pada berbagai sebab lainnya

Pertama, penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang
lengkap atau metodologinya belum dikuasa, atau perencanaannya sgak semula memang tidak
redigdis sehingga tidak mungkin pernsh bisa terlekssna  Ddam hd terakhir ini, biasanya
pengaruh politis terldu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
Kedua, perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  Dengan
demikian, kegagdan yang tejadi addah kaena tidek berkaitnya perencanaan dengan
pelaksanaannya.  Penyebabnya, dapat karena aparat pelaksana yang tidek sSgp aau tidak
kompeten, tetepi dapat juga karena rekyat tidak punya kesempatan berpartispas sehingga tidek
mendukungnnya. Ketiga, perencanaan mengikuti paradigma yang termyata tidek sesua dengan
kondis dan perkembangan serta tidek dgpat mengatas masdah mendasar negara berkembang.
Misdnya, orientas semaamaa pada petumbuhan yang menyebabkan mekin melebarnya
kesenjangan. Dengan demikian, yang keiru bukan sematamata perencanaannya, tetapi fasafah
atau konsep di balik perencanaan itu. Keempat, karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan
totd kehidupan manusa sampa yang pding kecil sekdipun. Perencaneen di dni tidak
memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapadtas serta
potens masyarakat secara penuh. Sisem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
permintaan karena pemerinteh mengatur semuanya.  Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sstem perencanaan terpusat (centrally planned system).

Sigem perencanaan yang berhasil diterapkan di berbaga negara yang tdah terbukti
kemguannya, seperti Jepang dan negaranegara industri baru, adalah sislem perencanaan yang
mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran sarta masyarakat. Ddam dgtem itu
perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, bak di bidang
sogd maupun ekonomi, dan pelaku utamanya addah masyarakat atau dengan keta lain ussha

swasta 11

10The Wold Bank, The East Asian Miracle: Econorric Growth and Public Policy, Washington DC, 1993,
11 Friedman (1987) menyatskan ada sekurang-kurangnya sepuluh  penggunaan  perencanaan,  yang
disebutnya sebagai management of change, yaitu:

Guiding overall economic dability and growth in national societies (monetary policy, full
employment planning, international trade palicy, etc.)
Providing public services to meet the general needs of the population (national defense, public
housing, education, health, etc.)
Investing in areas that are of little interest to private capital because of low rates of return,
diffused benefits, and the large dze of the invesment required (basic phisycal infragtructure,
such as highways, mass transt, magjor hydrodectric facilities, land acquistion in urban
redevelopment, etc.)
Subsidizing corporate interests and farmers to encourage specific actions (sectoral growth,
redevelopment, infant indudries, acreage reductions, relocation of industry, employment of
handicapped, etc.)
Protecting property owners and local busness interests againts the ravages of unrestrained
market rationality (land use planning, zoning, anti-pollution planning, etc.)
Redistributing income to achieve a more equitable and just social order.
Applying comprehensve and coordinate  planning approaches to area  development
(multipurpose river basin development, comprehensive rural devel opment, etc.)
Redraining merket rationality in the name of social interests (coastal planning, job protection,
wilderness preservation, etc.)
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Ghargedaghi bekerja sama dengan Ackoff (1986) menunjukkan perencanaan yang ided
yang dissbutnya sebaga interactive planning, yang memenuhi tiga prindp, yatu pringp
partispatif, kesnambungan, dan holistik. Prindp partispatif, menunjukkan bahwa rekyat aau
masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memper oleh manfaat dari) perencanaan harus turut
sata ddam prosesnya Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan
sematamata dari hadl (product) perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. Pringp
kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi
harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemguan terus menerus ddam kesgahteraan, dan
jahgan sampa terjadi kemunduran (relapse). Juga diartkan perlunya evauas dan pengawasan
ddam pdaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreks dan perbaikan
sdlama perencanaan dijdankan. Prindp halistik, dimaksudkan bahwa masdah daam perencanaan
dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu Sis (atau sektor) tetapi harus dilihat dari
berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Ddam konsepnya itu ssem yang dikehendaki (ideal) sdain harus mencakupi ha-hd di
aas, juga mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive systerm) serta
sistem yang terbuka dan demokratis, yang disebutnya sebagai a pluralistic social setting.12

Sebaga  kesmpulan, perencanaan dapat dilakukan dan bahkan diperlukan untuk
pembangunan, dengan memenuhi syarat sebagal berikut:

(1) bersfat garis besar dan indikatif,

(2) mengenddikan dan mengarahkan invedas pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha
masyarakat/swasta,

(3) mendorong bekerjanya pasar,
(4) mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya,

(5) memgukan golongan masyarakat (dan wilayah) yang dengan ekonomi pasxr sga tidak
mungkin berkembang aau bersaing antara lan ddam memperoleh akses faktor-faktor
produks.

V. K ebijaksanaan Perencanaan Menyongsong Abad Ke-21

Dari uraian di aas, pengarahan aau perencanaan (karena paencanaan pada dasarnya
addah pengarahan) pemerintah memang perlu karena meldui mekanisme pasar sga tujuan-tujuan
mendasar ddam kehidupan bangsa tidak akan pernah tercgpa. Padahd negara ini didirikan dan
diperjuangkan mati-matian dengan banyak pengorbanan bukan tanpa tujuan. Negara ingin
mewujudkan keedilan soda bagi sduruh rakyat Indonesia karena bagi bangsa Indonesia pemt
bangunan addah pengamdan Pancasla. Ha itu tidak akan pernah tercapai tanpa pengarahan dari
pemeintah. Sgarah menunjukkan bahwa tanpa adanya pengenddian daas perekonomian,

Trandferring  income to the \victims of market rationally (unemployment and workmen's
compensation, etc.)

Amdliorating other dysfunctional consequences of market rationality (social and  gpatial
inequalities, business cycle planning, resource conservation, etc.; see also 1,4, and 6 above).

12 Tepatnya Ghargiedaghi mengatakan Sstem yang idedl addah yang memungkinkan:

A participative process that enables the members of a social system collectivdly to define and
redefine their desired futures and relate their roles to the totality of the system of which thet are a
part,

A learning and adaptive system that is able and willing to alter its course of action at any time in
recognition of emerging values and new reglidies,

A pluraligic social setting that encourages and facilitates questioning of sacred assumptions and
challengestheinplicit set of default values.
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mekanisme pasaxr sga dengan segda kelebihan dan kekurangannya, terbukti kurang efektif dalam
proses dokas sumber daya

Ddam kondis demikian itu, kita mencoba merancang masa depan. Jdlas ini tidak mudah,
dan tidak mungkin tanpa mengdami pergeseran daam perjdanannya. Namun, yang penting, kita
telah memiliki wawasan masa depan betgpa pun kurang sempurnany a.

Saya ingin membahasnya secara ringkas, dimulai dari sistem perencanaan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Menurut sisem kondtitus kita, rakyat menentukan maesa depan yang dikehendakinya
Mageis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebaga penjdmaan rakyat yang memegang kedaulaan
negara, dengan memperhatikan perkembangan, menentukan hauan negara ddam garis besar. Ini
yang disebut Garis-garis Besar Hauan Negara (GBHN). Segda gpa yang  dilekukan dengan nama
pembangunan, harus didesarkan pada GBHN. Presden sbaga mandataris MPR berkewsgjiban
meaksanakan GBHN tersebut. GBHN pada dasarnya addah kehendak politik, dan lebih bersifa
menunjukkan arah.  Untuk peaksanaannya, GBHN kemudian dijabarkan ddam sebush sstem
perencanaan limatahunan yang dinamakan rencana pembangunan lima tahun (repdita).

Repelita, berdasarkan pada arahan-ashan GBHN, mengandung sasaran-sasaran  dan
upaya untuk mencapal sasaransasaran tersebut.  Repdita, sdain merumuskan apa yang ingin
diwyjudkan, juga mengendi tantangan-tantangan yang dihadapi serta kendda-kendda dan
peluang-pduang untuk mengatas tantangan itu. Jadi, repelita mengandung vis mengenai masa
depan dan bagaimanania untuk mewujudkannya.

Repdita tidek hanya beris sasaran-sasaran  kuditatif, tetgpi juga tedah mengandung
sasaran-sasaran  kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tdah dapat
dicapa berbagal aspires mengenal masa depan itu. Repdita, mekipun disusun oleh pemeintah,
ddam penyustnannya itu telah dimintakan pendapet, dan diperoleh masukan dari kaangan luas
masyarakat. Sebelum ditetapkan, naskah repdita dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang memberikan koreks-koreks dan masukan-masukan. Dengan damikian, dgpa
dikatakan bahwa repdita addah kesgoakaian nasiona mengena upaya pembangunan lima tahun
ke depan.

Sdanjutnya Presden meaksanakan repdita itu, sebaga pengejawantahan pelaksanaan
GBHN yang menjadi tugas dan tanggung jawab konditusondnya ~ Sepanjang menyangkut
kegigdan pemeintah yang dibiaya dengan anggaran negara, pdaksanaannya dituangkan dalam
anggaran pendgpatan dan belanja negara (APBN), yang setelah mendgpa persatujuan DPR,
disshkan sebaga undangundang. Tidak semua upaya pembangunan memerlukan investas
pemerintah, bahkan sebagian besar merupakan investas masyarakat. Ddam hd demikian yang
diperlukan addah kebijaksanaankebijaksanaan pembangunan yang mendukung tercapainya
sasaran-sasaran  pembangunan. Misdnya deregulas dan  debirokratises  addah  kebijaksanaan
pembangunan yang serupa itu. Pada akhir masa jabatannya, Presden mempertanggungjawabkan
peeksaniaan GBHN itu kepada MPR. Sdama pdaksanaannya DPR mengawas jadannya
pembangunan.  Dengan demikian sambil berjdan, degpat diadakan perbaikan-perbaikan dan
koreksi-koreks.

Inilah sgtem kita. Sigem ini telah dijdankan selama 25 tahun kita membangun.

Memang tampaknya sulit meakukan perbandingan sistem kita dengan sstem di negara
lan. Apdag di negaranegara yang menganut paham ekonomi bebas atau ekonomi pasar.
Kenyataannya kita tddah memiliki lima GBHN dan enam repdita, dan pembangunan sdamaini
dinila oleh banyak kaangan secara objektif seébagal pembangunan yang berhasl. Tanpa
perencanaan tidak mungkin semuanyaitu dapat dicapai.

Memang kita tideak menutup mata terhadgp adanya kekurangan-kekurangan dalam
perencanaan.  Kita menyadari adanya keter batasan-keterbatasan, misdnya dadam memperoleh
data dan informas yang memadai serta metodologi peramadannya untuk membuat iencana yang
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bak. Kita juga seringkai harus merevis dan mengoreks rencanarencana karena per kembangan
keadaan.

Akan tetapi saya kira semua rencana, seperti telah dikgji oleh banyak ahli sebagaimana
diutaraken di atas, bagaimanapun hebatnya, tidek ada yang dapat menjamin bahwa masa depan
addah senantiasa sesua dengan yang direncanakan.  Oleh karena itu, pada umumnya rencana
bersfat indikatif, dan pel aksanaannya disesuaikan dengan perkembangan.

Kita telah menydesaikan Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP 1) ddam lima
repdita, dengan hasl yang tdah diketahui bersama Tidek perlu saya ulang-ulang lagi di dni.
Sekarang kita tengah memasuki tahgp sdanjutnya yaitu PIP |l yang dimula dengan Repdita VI.
Landasannya addah GBHN 1993,

GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam PJP Il bangsa Indonesia tidek hanya harus
makin mgu dan sgahtera, tetgpi juga makin mandiri. Ddam PJP Il ingin dikgar ketertinggdan
kita dari bangsa-bangsa lain yang tdlah lebih dahulu mau, dengan mengandalkan pada kekuatan
sendiri.  Untuk mencapainya, maka titik berat pembangunan diletakkan di bidang ekonomi,
sring dengan kuditas sumber daya manusia, secara saling memperkuat dengan bidang-bidang
lannya

Dengan pengarahan itu, dicoba disusun bagamana wujud masa depan tersebut, yang
dapat diperkirakan mampu dicgpa ddam 25 tahun. Daam melakukannya ada bebergpa patokan
yang dijadikan pegangan.

Pertama, keinginan politik rakyat, seperti yang pokok-pokoknya dissbut di ates, yaitu
yang diamanatkan oleh GBHN.

Kedua, pengdaman pembangunan sdama ini dan hasl yang tdah dicgpal.
Memperhitungkan pengadaman ini penting karena tidek mungkin misanya gpabila di masa ldu
lgu pertumbuhan ekonomi ratarata 7 persen, kemudian daam PJP |l mendadak direncanakan
menjadi 10 persen. Masa depan bertolak dan harus terkait dengan masa ldu.

Ketiga, memperkirakan gpa yang sungguh-sungguh dapat dicapal dalam kurun waktu itu.
Artinya, menempatkan sasaran secara maksimd, tetapi yang redlidis dapat dicapai. Sasaran ini
harus setinggi mungkin sehingga benar-benar ada upaya untuk mencgpainya, dan dibuat tidak
terldu mudah, sehingga dapat memacu untuk bekerja keras. Akan tetgpi sasaran juga tidak boleh
terldu tinggi, sehingga dengan cara gpa pun tidak mungkin tercapal.

Keempa, memperhitungkan potens yang dgpat dikembangkan, bak yang dimiliki
sekarang maupun yang dihargpkan akan dimiliki sebaga hasl proses pembangunan yang
berkdanjutan.

Kdima, memperhitungkan hambatan-hambatan yang dihadapi, baik yang bersumber dari
ddam maupun dari luar tubuh bangsa kita

Atas dasar itu, maka dirumuskan bebergpa sasaran pokok, yang apabila diletakkan secara
serad akan menggambarkan wujud masa depan kita memasuki abad yang akan datang. Daam
PJP Il aan kita upayaken terjadinya transformas yang mendasar dadam masyarekat kita
sehingga menjadi masyarakat industri yang maju dan modern, dengan ciri-ciri sebagai berikut.

Pertama, kesgahteraan masyarakat akan meningkat dengan nyata dan cukup berarti.
Untuk itu, lgu pertumbuhan diusahakan untuk tercapal dan terpdihara pada tingkat yang cukup
tinggi. Sdama PJP Il Igu petumbuhan kita perkirakan ratarata di atas 7 persen per tahun.
Dengan lgu pertumbuhan penduduk yang pada akhir PJP Il sudah akan di bawah 1 persen, maka
ddam 25 tahun pendapatan per kapita bangsa Indonesia akan meningkat empat kali ddam nilai
riil.

Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian, ekonomi Indonesa pada waktu itu sudsh
akan berkembang menjadi ekonomi yang besar, yaitu sekitar US$980 miliar dengan harga tahun
1993. Bahkan agpabila disesuakan daya bdi rdatifnya (purchasng power parity) akan menjadi
sekitar US$2,0 triliun, yang merupakan sdah satu ekanomi terbesar di dunia
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Volume ekonomi yang meningkat demikian besar akan menjadi pasr yang dinamis, dan
dengan demikian menjadi pendorong bagi pertumbuhan produks dalam negeri. Pasar ekspor
yang diperkirakan juga &kan berkembang, dengan perdagangan dunia yang mekin tanpa
hambatan, masih tetgp akan merupakan penunjang pertumbuhan industri.

Kedua, dengan dinamika ekonomi yang demikian proses transformas strukturd akan
berlangsung sehingga peran sektor industri dalam perekonomian akan meningkat menjadi sekitar
sepertiga pada akhir PJP |l dari sekitar seperlima pada akhir PJP 1. Perubahan juga akan terjadi
pada druktur Kketenagakerjaan. Perpindahan tenaga kerja dari  sektor pertanian ke sektor

nonpertanian, khususnya industri dan jasa akan makin cepat.13

Kuditas sumber daya menusa (SDM) kita makin meningket. Ini aken telihat dari
angkatan kerja yang makin terdidik, yakni sebagian terbesar sudah berpendidikan 9 tahun dan
bahkan 12 tahun ditambah pengdahuan keterampilan. Kuditas SDM  itu juga akan tercermin
pada daga keshaan yang mekin bak. Umur hargoan hidup meningkat dengan sekurang-
kurangnya 8 tahun sehingga menjadi 71 tahun. Keadaan kesehatan dan gizi masyarakat sebaga
sumber pokok produktivitas SDM (di samping pendidikan), sudah akan makin membaik.

Peran tenaga profesond, teknid, dan ketadaksanaan akan meningkat sgdan dengan
peningkatan pendapatan per kapita. Begitu pula, peran tenaga kerja dengan upah tetap akan
meningkat. Dengan keta lain, peran sektor formd dalam penciptaan lgpangan kerja dan usaha
makin meningkat pula

Dengan komposs produks dan sfat-sifat struktural yang demikian, ekonomi Indonesia
pada akhir PJP Il sudah akan tergolong negara indugtri (industrialized country). Jauh sebelum itu,
pada Repdita VII, Indonesa sudah secara efektif akan tergolong daam kelompok negara-negara
industri baru Newly Industrialized Countries (NICs).

Ketiga, proses ini akan mendorong terbentuknya kelas menengah yang makin kuat, yang
akan menjadi tulang punggung perekonomian yang makin andad. Kelas menengah ini terdiri aas
tenaga kerja profesiond dan para pengusaha menengah yang mandiri.

Ha ini berkaitan dengan perbaikan dalam struktur dunia useha. Daam PJP 1l dihargpkan
berkembang lapisan pengussha menengah yang kukuh, yang akan sding mendukung dengan
lgpisan usaha kecil yang mekin kuat dan dengen usaha besar yang dihargpkan juga makin luas
basswya Kita akan dan harus mengusahakan agar ddam dunia ussha tercipta kessmbangan
yang adil antara usaha besar, menengah, dan kecil. Konsentras kekuatan pasar pada ussha besar
makin berkurang, sedangkan lapisan menengah dan kecil akan tumbuh lebih cepat. Berbaga
kebijaksanaan ekonomi dengan didukung oleh perduran perundangan harus ditujukan ke arah itu.

Keampat, seperti hanya negara industri lainnya, pada saat itu Indonesia sudah akan
makin kuat ketahanan ekonominya. Lembagalembaga ekonomi yang penting bagi masyarakat
sudah berfungs dengan mantap. Ketergantungan pada alam sudah sangat berkurang. Dengan
intendfikas dan teknologi pertanian, peningkatan produks menjadi lebih terjamin.  Taa niaga
sudah berjdan secara efektif dan sesuai pringp-prinsp pasar serta bersfa transparan.  Dengan
demikian, fluktuas dalam persediaan bahan pokok di daam negeri sudah tidak akan terldu besar
pengaruhnya terhadap perekonomian negara.

Kdima, kangsa Indonesia sudah makin mandiri ddam pembiayaan pembangunan. Pada
akhir PJP Il Indonesa sudah bukan lagi negara yang menerima pinjaman lunak. Neraca
pembayaran sudah akan mantgp.  Kita akan makin mengandalkan perolehan devisa dan kesehatan
neraca pembayaran dari perdagangan dan tidek lagi dari bantuan luar negeri. Itu tidak berarti
bahwa tidek akan ada pinjaman karena pinjammeminjan addah praktik yang biasa ddam

13 Bersamaan dengan itu pada akhir PP Il penduduk Indonesa sudah menjadi penduduk perkotaan.
Artinya, penduduk perkotaan yang kini berjumlah sekitar 65 juta atau 35 persen dari total penduduk,
akan meningkat menjadi sekitar 155 juta atau sekitar 60 persen dari total penduduk. Proses urbanisas
ini - menunjukkan proses indudtridises  kita yang sdan ada  keuntungan-keuntungannya, dengan
sendirinya adajuga konsekuens masdah-masaahnya, yang harus kitaantisipas sgjak dari sekarang
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kehidupan ekonomi. Pinjaman tidak merupakan faktor yang terldu mengganggu kesehetan
perekonomian.  Kondis perekonomian yang seha akan menjamin mantgpnya diran kduar-
masuknya modd.

Keenam masdah kemiskinan absolut tdah tersdesakan.  Kita mengharapkan bahwa
pada akhir Repdita VII masdah kemiskinan absolut, artinya penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan, sébagian besar sudah akan tersdesaikan. Mungkin mereka yang miskin hanya terssa
di kantung-kantung kemiskinan yang sulit terjangkau, yang upayanya harus dilanjutkan sehingga
sebelum PJP |1 berakhir masdah ini telah tuntas terselesaikan.

Kesenjangan pembangunan antardeerah secara sistematis dan  konsisten akan makin
berkurang. Meskipun dadam 25 tahun belum mungkin dapat dihilangkan sama sekdi, diupayakan
agar jurang kesenjangan tidek makin melebar. Kawasan tertinggd akan memperoleh perhatian
khusus agar dapat melepaskan diri dari perangkep ketertinggadlan, dan dapat turut melgu dalam
arus kemajuan ekonomi bersama kawasan lainnya yang telah lebih dulu berkembang.

Ketujuh, secara kesdluruhan proses transformas ekonomi, akan berjadan bergandengan
dengan transformasi budaya Bangsa Indonesia, dengan tingket pendidiken yang mekin tinggi,
dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang makin canggih, dan dengan
interakd yang mekin intensf dengan dunia internasiona, akan cepat tumbuh menjadi bangsa
yang modern.

Seperti dikatakan tadi, manusa Indonesa pada akhir PJP 11 akan berpendidikan Iebih
tinggi, lebih sehat dan pengetehuan umumnya lebih luas sehingga, dengan demikian, makin
cerdas dan pekejaannya makin terspesdisas.  la akan senantiassa membandingkan dirinya
dengan bangsa lain di segda bidang kehidupan. la tidak ingin jauh tertinggd, dan dirangsang
untuk terus mengejar ketertinggaan.

V. Penutup

Demikianlah secara sangat ringkas gambaran masa depan yang ingin kita tuju dalam
bebergpa segi pokoknya. Dengan wujud masa depan yang demikian, Indonesa sudah akan
menjadi bangsa industri yang mgu dan modern, dan berdiri di atas landasan kemandirian pada
sekitar akhir PJP 11, Kita telah mencagpal tahgp yang memungkinkan bangsa ini untuk tumbuh
berlanjut dengan kekuatannya sendiri, dengan memanfagtkan dinamika perkembangan ekonomi
internasonad yang terus didorong oleh keterbukaan dan integras ekonomi serta kemguan
teknologi.

Semuanya itu jelas tidek akan tejadi dengan sendirinya Kita menyadari  banyak
tantangan yang kita hadapi dan rintangan yang harus kita atas untuk mewujudkan kemgjuan yang
kita dambakan itu. Tanpa usasha yang sungguhtsungguh, semua itu tidak mungkin akan terjadi,
mdahan kita dapat makin menjauh daripadanya. Untuk mewujudkannya diperlukan kombines
komitmen politik yang kuat serta kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang tepat dan
displin serta kerja keras sduruh lgpisan masyarekat. Sangat diperlukan sense of purpose yang
akan memadukan segenap potens dan kekuatan yang ada pada kita.

Demikianlah sekedar uraian singkat mengena masa depan yang kita inginkan serta
tantangan mendessk yang kita hadepi dan yang harus depat kita atas dengan pendekatan serta
langkahlangkah yang tepat, mddui perencanaan yang tepat pula Pandanganpandangan tersebut
tadi sematamata dilihat dari kaca mata seorang perencana. Dengan sendirinya dari  sudut
penglihatan lain dapat pula diperoleh gambaran lain.

Meskipun demikian, semoga pandanganpandangan yang saya urakan tadi ada
manfaatnya. Sekdli lagi sdamat ulang tahun. Dirgehayu Universitas Pancasila
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